BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berikut beberapa kesimpulan dari penelitian ini:
5.1.1 Tradisi dutu dalam upacara perkawinan masyarakat Gorontalo merupakan
sistem adat yang terstruktur dan memiliki ketentuan yang jelas dalam
pelaksanaannya. Dutu terbagi atas dua bentuk, yaitu dutu biaya pernikahan serta
dutu mahar dan seserahan, yang masing-masing memiliki aturan mengenai jenis,
jumlah, serta tata cara penyerahan perlengkapan adat seperti tonggu, mahar, dan
unsur seserahan lainnya. Pemberian berbagai jenis tonggu kepada pihak-pihak
tertentu, seperti aparat pemerintahan dan pemangku adat, menunjukkan bahwa
pelaksanaan dutu bukan sekadar seremoni, melainkan mekanisme adat yang
mengatur tata hubungan sosial, penghormatan, dan legitimasi dalam prosesi
perkawinan.
5.1.2 Dari segi posisi dan nilai , dutu menempati posisi sebagai syarat utama dalam
pelaksanaan perkawinan adat. Apabila prosesi tersebut tidak dilaksanakan, maka
pernikahan dapat dianggap cacat secara adat karena tidak memenuhi ketentuan
yang telah ditetapkan dalam rangkaian lenggota lo pohutu (tahapan adat
pernikahan). Dengan demikian, dutu dipandang sebagai unsur yang tidak dapat
dipisahkan dari keseluruhan struktur adat perkawinan. Tradisi dutu juga memiliki
kedudukan penting sebagai simbol penghormatan terhadap otoritas adat dan
pemerintahan sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas martabat perempuan dalam
perkawinan. Setiap unsur di dalamnya, seperti pembagian buah, penggunaan
pinang, busana adat, dan pelantunan tuja’i, mengandung makna filosofis yang
mencerminkan kesatuan, identitas, serta kesakralan ikatan pernikahan. Tradisi ini
juga merepresentasikan falsafah hidup masyarakat Gorontalo yang menempatkan
adat dan syariat sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dalam membangun
rumah tangga.
5.1.3 Dalam perspektif ‘urf, tradisi dutu dapat dikategorikan sebagai kebiasaan
yang hidup, diterima, dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat serta tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketentuanmengenai mahar yang
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jelas dan tidak memberatkan, serta pelaksanaan adat yang selaras dengan nilai
keagamaan, menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum
Islam. Dengan demikian, dutu dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang
sah secara agama dan berfungsi sebagai instrumen pelestarian identitas budaya
masyarakat Gorontalo.
5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus
rujukan praktis bagi masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam menjaga
serta melestarikan tradisi dutu sebagai bagian dari identitas budaya Gorontalo yang
selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Diperlukan upaya pembinaan dan
sosialisasi yang berkelanjutan agar pelaksanaan dutu tetap mempertahankan makna
filosofis, nilai penghormatan, serta prinsip kesederhanaan, sehingga tidak
menimbulkan beban sosial maupun ekonomi bagi pihak yang melaksanakannya.

Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang dapat
menelaah dinamika, transformasi, dan tantangan pelaksanaan tradisi dutu di tengah
perubahan sosial masyarakat modern. Pendekatan interdisipliner, baik dari
perspektif hukum adat, hukum Islam, maupun sosial budaya, diharapkan dapat
memperkaya pemahaman serta memperkuat posisi dutu sebagai tradisi yang

adaptif, relevan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.
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